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GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR:J! /KEP/HK/2019

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang

Mengingat

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (Good Governance), diperlukan
dukungan keterbukaan informasi publik;

b. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik,
meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan
dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah,
susunan Pengelola Layanan Informasi Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa

Tenggara Timur;

. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); »9



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2107
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi
Nusa Tenggara Timur.
KEDUA ¢ Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU terdiri dari:
a. Pembina;
b. Pengarah;
c. Tim Pertimbangan;
d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Utama;
e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu; dan
f. Bidang Pendukung.
KETIGA : Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 49



KEEMPAT : Tugas PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA huruf d adalah :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan
dokumentasi;

b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi
dan dokumentasi;

c. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan
pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari
PPID Pembantu;

d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan
memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada
publik;

e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi
publik;

f. melakukan wuji konsekuensi atas informasi dan

dokumentasi yang dikecualikan;

melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi;

S

h. menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat
diakses oleh masyarakat;

i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;

j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara
berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;

k. mengesahkan informasi dan dokumentasi layak untuk
dipublikasikan;

l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat
Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan
memelihara informasi dan dokumentasi; dan

m. membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa
Informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah.

KELIMA : PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
huruf d mempunyai kewenangan untuk :

a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan;

b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi

dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; 49




KEENAM :

KETUJUH :

KEDELAPAN

KESEMBILAN

o

Tembusan:

c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan
dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi
cakupan kerjanya;

d. menentukan dan menetapkan suatu informasi dan
dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan

e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat
Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta
memelihara informasi dan dokumentasi untuk
kebutuhan organisasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Utama sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab

kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku,

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:

35/KEP/HK/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

.-pada tanggal 3s MARel 2019
7 _JWAKIE GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ,7
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1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT masing-masing di Tempat.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR :4I
TANGGAL : 2. 5 MAgeT

/KEP/HK/2019
2019

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO NAMA/JABATAN KEDUDUKAN RINCIAN TUGAS
1 2 3 !
1. | Gubernur NTT Pembina Memberikan pembinaan dan pengarahan terhadap pejabat
2. | Wakil Gubernur NTT Pembina pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Pemerintah Provinsi NTT.
3. | Sekretaris Daerah Provinsi NTT Pengarah PPID | Memberikan arahan terhadap penyusunan kebijakan informasi
dan dokumentasi PPID utama.
4. | a. Inspektur Daerah Provinsi NTT. Tim a. mengoordinasikan dan memberikan pertimbangan kebijakan
b. Kepala Dinas Pendidikan dan | Pertimbangan operasional pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi;
Kebudayaan Provinsi NTT. dan
c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT. b. mengoordinasikan evaluasi pelaksanaan kebijakan informasi
d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan dan dokumentasi.
Perumahan Rakyat Provinsi NTT.
e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi NTT.
f. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT.

g. Kepala Dinas Koperasi dan Nakertrans

Provinsi NTT.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi NTT.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Provinsi NTT.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi NTT.
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X.

y.
zZ

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi NTT.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT.

.Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
NTT.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi NTT.

Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Provinsi NTT.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi NTT.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Provinsi NTT.

Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT.
Kepala  Dinas  Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi NTT.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi NTT.

Kepala Bappelitbangda. Provinsi NTT.
Kepala Badan Pendapatan dan Aset
Daerah Provinsi NTT.

. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi

NTT.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi NTT.

Kepala BPSDMD Provinsi NTT.

. Kepala Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi NTT.

aa.Kepala Badan Penghubung Provinsi NTT

di Jakarta.

N\




bb.

e,
dd.

€€.

ff.

gg.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan
Daerah Provinsi NTT.

Kepala Badan Kesbangpol. Provinsi NTT.
Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes
Kupang.

Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov.
NTT.

Kepala Biro Hukum Setda Prov. NTT.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Prov. NTT.

hh.Kepala Biro Umum Setda Prov. NTT.

ii.
i-

Kepala Biro Organisasi Setda Prov. NTT.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda
Prov. NTT.

kk.Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama

Setda Prov. NTT.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi NTT

PPID Utama

a

mengoordinasikan penyusunan dan melaksanakan kebijakan
pelayanan informasi dan dokumentasi;

mengoordinasikan, mengonsolidasikan, dan mengevaluasi
pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi PPID Utama
dan PPID Pembantu;

memberikan penugasan dan pengawasan PPID terhadap
pelaksanaan tugas bidang-bidang dan sekretariat;
mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk
dipublikasikan;

melaksanakan tugas-tugas lain sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Kabag. Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah pada Biro
Pemerintahan Setda Prov. NTT.

Kabag. Peraturan Perundang-undangan
pada Biro Hukum Setda Prov. NTT.

PPID Pembantu

a.

mengangkat dan Menugaskan ASN di lingkungan masing-
masing untuk mengolah dan menyediakan informasi dan
dokumentasi yang dibutuhkan oleh PPID Utama, sesuai
peraturan perundang-undangan,




Kabag. Pengelolaan Pengadaan
Barang/Jasa pada Biro Pengadaan
Barang dan Jasa Setda Prov. NTT.
Kabag. Bagian Rumah Tangga pada
Biro Umum Setda Prov. NTT.

Kabag. Tata Laksana dan Pelayanan
Publik pada Biro Organisasi Setda
Prov. NTT.

Kabag. Pelayanan Masyarakat dan
Hubungan Kelembagaan pada Biro
Humas dan Protokol Setda Prov. NTT.
Kabag. Kerjasama Dalam Negeri pada
Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda
Prov. NTT.

Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi
NTT.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Prov. NTT.

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi
NTT.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi NTT.
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi NTT.

Sekretaris Dinas Sosial Provinsi NTT.
Sekretaris Dinas  Koperasi dan
Nakertrans Provinsi NTT.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi NTT.

Sekretaris Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

. pengklasifikasian informasi:

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala;

- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

- Informasi yang wajib tersedia setiap saat;

- Informasi yang dikecualikan.

. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan

bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya,

. menyimpan, mengdokumentasika, menyediakan dan member

pelayanan informasi yang ada dilingkungannya pada publik;

. melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada

dilingkungannya,
melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada
di lingkungannya;

. menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada

dilingkungannya untuk akses oleh masyarakat;

. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk

disampaikan kepada PPID Utama;
memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada
di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.




aa.

bb.

CC.

dd.

€€.

ff.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan provinsi NTT.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa Provinsi NTT.
Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi
NTT.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi NTT.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi NTT.

Sekretaris Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi NTT,

Sekretaris Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Provinsi NTT.

Sekretaris Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi NTT.

Sekretaris Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Provinsi NTT.
Sekretaris Dinas Peternakan Provinsi
NTT.

Sekretaris Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi NTT.

Sekretaris Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi NTT.

Sekretaris Bappelitbangda. Provinsi
NTT.

Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset
Daerah Provinsi NTT.

Sekretaris Badan Keuangan Daerah;
Provinsi NTT.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi NTT.




gg.
hh. Sekretaris

il.

kk.

11.

Sekretaris BPSDMD Provinsi NTT.
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi NTT.
Sekretaris Badan Penghubung Provinsi

NTT di Jakarta.

Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan
Daerah Provinsi NTT.

Sekretaris Badan Kesbangpol. Provinsi
NTT.

Wakil Direktur Pelayanan pada RSUD
Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.

Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

a. Sekretaris Dinas Komunikasi dan| Koordinator j@. mengoordinir penyusunan, pengolahan dan klarifikasi,
Informatika Provinsi NTT. verifikasi data/informasi dan dokumentasi dari PPID
- embantu;
b Kepr«:ﬂa. ceiL, SErgEliaR, e .dan b. rp;wlakukan konsultasi ke PPID Utama sebelum informasi dan
Statistik Sektoral pada Dinas : . =i
N . dokumentasi tersebut di publikasikan;
Komunikasi dan Informatika Prov. NTT. Anggota c. mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk soft copy
c. Anne J. Moses, ST/ Staf pada Dinas dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy
Komunikasi dan Informatika Prov. NTT. dengan tata cara seperti mengarsipkan dokumen dan
d. Sri Purnami, SmHk/ Staf pada Dinas dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi
Komunikasi dan Informatika Prov. NTT. wajib, secara berkala, serta merta, dan setiap saat; dan
d. menyusun daftar informasi publik sebagai standar informasi.
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
a. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi| Koordinator [. menerima permintaan publik tentang informasi dan
Publik pada Dinas Komunikasi dan dokumentasi;

Informatika Provinsi NTT.

b.

merespon permintaan informasi dan dokumentasi untuk dapat
dilayani dan atau tidak dapat dilayani; dan




b. Kepala Seksi Pengelolaan Media c. mengoordinasi dan memfasilitasi, pembinaan dan pengawasan

Informasi, Dokumentasi, Kelembagaan dalam pemberian layanan informasi dan dokumentasi kepada
dan Aspirasi Publik pada Dinas masyarakat melalui mekanisme kesekretariatan Pengelola
Komunikasi dan Informatika Prov. NTT. Layanan Informasi dan Dokumentasi.

c. Yunnir Melany Kiu, S.Sos, M.Si/ Staf Anggota
pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Prov. NTT.

d. Yohannes Hermanus, SH/ Staf pada
Dinas Komunikasi dan Informatika
Prov. NTT.

Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

9. | a. Kasubag. Sengketa dan Bantuan Hukum Koordinator |a. menerima aduan sengketa informasi;

pada Biro Hukum Setda Prov. NTT. b. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa
b. Fidhion Siokain, SH/ Staf pada Biro informasi dari pemohon informasi; dan , _
Hukum Setda Prov. NTT c. melakukan koordinasi penyelesaian sengketa informasi dengan

i inf ¥
c. Paulus N. Sutjonong, SH/ Staf pada komisi informasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.
NTT.
d. Simeon Bureni, SH/ Staf pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Prov. NTT.
e. Keneng Suksin/ Staf pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Prov. NTT.

Anggota




Sekretariat

10.

a. Rammy A. Kadiwano, S.Sos, M.Si/ Staf
pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Prov. NTT.

b. Jumrah/ Staf pada Dinas Komunikasi
dan Informatika Prov. NTT.

c. Marianus Sabu, A.Md/ Staf pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Prov. NTT.

Koordinator

. merencanakan program kerja dan

Anggota

kebutuhan yang

berhubungan dengan operasional PPID;

. memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional

serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan
informasi dan dokumentasi; dan

. menyiapkan laporan PPID Utama.
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